
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN 

PERATURANjDAERAH- KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
NOMOR 1 TAHUN 1934 

- = TENTANG 

; POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

TAHUN 1994/1995 - 1998/1999 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

Mem'mbang . :.a.jbahwa • dalam rangka memberikan •landasan | dan 
• ' * - -

•pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah 
' 'i • ' ' ' '< 

Kabupaten Daerah Tingkat - I I Pacitan ;yang 

;merupakan bagian i n t e g r a l dan menyatu d i r i dengan 

(Pembangunan Nasional, maka p e r l u menetapkan ^Pola 

,Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan 

ipenjabaran d a r i Garis-Garis Besar Haluan Negara 

jberdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : II/MPR/1993 

idan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah 

•Tingkat I Jawa timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999. 



b. bahwa pelaksanaan PELITA V t e l a h memberikan h a s i l 

yang p o s i t i f dan t e l a h mampu menjadikan keadaan 

cukup mantap, oleh karena i t u untuk memberikan 

kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan 
• i 
pembangunan daerah sebagai usaha untuk 

i 

meningkatkan keserasian dan • keselarasan 

pembangunan daerah "dengan pembangunan nasional 

maka p e r l u adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah 

Kabupaten Daerah Ti ngkat I I Pacitan Tahun 
i 

,1994/1995 - 1998/1999 yang dituangkan dalam suatu 
Peraturan Daerah, | 
; .. • . • I 

i * 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-
I \ 

Pokok Pemerintahan di Daerah ; ' 

1 
2. Undang-Undang- Nomor 12 tahun ,1950,-, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
( 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur; * 
i 
i 

3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960, . tentang 

Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria; i 
•." . . ( 

( 

4. Undang-Undang Nomor 4 ta h u n ; 1982, tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengeiolaan Lingkungan 

Hidup ; • ! 
• • ' 

5. Undang-Undang . Nomor 5 tahun .1990, tentang 

Konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya•; 



r 

t 
I 

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, tentang 

Penataan Ruang ; 
i 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang 

Ketentuan Perlindungan Hutan ; | 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 tahun 1988 tentang 
.' " • , • • ] . 

Koordinasi Kegiatan I n s t a n s i V e r t i k a l d i Daerah ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang 

A n a l i s i s Mengenai Dampak Lingkungan ; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomorj 27 

tahun 1960, tentang Pembentukan Badan Parencanaan 

Pembangunan Daerah ; 

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 
1 

1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah ; J 

12. Peraturan Menteri , Dalam Negeri Nomor 9 tahun 

1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 

Pengendalian Pembangunan d i Daerah ; 

dan 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 

1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I 
! 

dan Badan . Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tingkat I I ; . * 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun |993 

• • '• \ tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan 

Daerah; 

" -. • \ 



15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
I 

Timur Nomor 3 tahun 1993 tentang. Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I fJawa 

Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ; ' 
' • • i • 

- • • • f 
Dengan persetujuan Dewan PerwakiIan Rakyat .Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat I I Pacitan, 
1 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
• I 

TENTANG POLA. DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 
• • r • f 

DAERAH , TINGKAT I I PACITAN TAHUN. 1994/1995-

1998/199.9. 

* -! 
Pasal 1 ! 

i ' 
Dalam Peraturan Daerah i n i , yang dimaksud 

dengan : ( 

a. GBHN, adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang 

ditetapkan dalam Ketetapan M a j e l i s 

Permusyawaratan Rakyat r e p u b l i k Indonesia Nomor : 

II/MPR/1993 ; i 

b. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat ; I I 
t 

Pacitan; ; 

c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah . Kabupaten 

Daerah Tingkat I I Pacitan ; . 



d. ; Kepala Daerah, adalah Bupati- Kepala Daerah 

'Tingkat I I Pacitan ; \ 
r- - • • • , ' i 

' - • i 

e. ;DPRD, adalah Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan ; \ 

f . I n s t a n s i V e r t i k a l , adalah Perangkat i d a r i 
' • ; 

f 

Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen 
! 

-yang mempunyai lingkungan, k e r j a d i V/ilayah 

^Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan. ; , 

g. ̂ Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar 

::Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 

;Pacitan tahun 1994/1395 - 199C/1999; t 

h. ̂ REPELITA, adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun ; 

i . iWilayah, adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 

[11 Pacitan ; ! 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah i n i , ditetapkan iPola 
; . ' • i 

' Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 

. • 1998/1993 ; \ 

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud Ipada 
' • " i 

i ayat .(1) pasal i n i disusun dengan s i s t e m a t i k a 

; sebagai b e r i k u t : j 

' BAB I : Pendahuluan ; 
• 

i BAB I I : Pembangunan Daerah 

! BAB I I I :.Pembangunan Jangka Panjang•Kedua Daerah 

' BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah 

' BAB V : Pelaksanaan 

I BAB VI : Penutup • • 



Pasal 3 

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada 

Pasal 2 Peraturan Daerah i n i adalah penjabaran 
• " • i 

d a r i Garis - Garis Besar Haluan Negara dan 'Pola 
! 

Dasar Pembangunan.Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
• ! 

I Jawa Timur tahun 1994/1995 - 1998/1999 dengan 
\ • . ' X 
memperhatikan sepenuhnya . potensi, kondisi \ dan 

p r i o r i t a s daerah, yang sekaligus merupakan GaVis-

Garis Besar Kebijaksanaan s e r t a s t r a t e g i 

Pembangunan Daerah tanpa membadakan sumber 
- . • , . - • ! 
pembiayaan ; \ 

(2) Materi beserta uraian secara r l n c i Pola Dasar 

Pembangunan Daerah i n i , dimuat dalam ,Lampiran 
: . 1 
. yang merupakan bagian t i d a k terplsahkan d a r i 

Peraturan Daerah i n i . f 
i 

Pasal 4 

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar 
i 

Pembangunan Daerah, menyusun dan menetapkan REPELITA 

VI ;Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah 
i n i . 

Pasal 5 \ 

: , 1 
Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal 

'- • ' 

diundangkan. 



Agar s e t i a p orang mengetahui, . memerintahkan 
\ 

pengundangan ' Peraturan Daerah I n i dengan 
- f 

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat I I Pacitan. • ' i 

• i. 
I 

t • 
I 

Pacitan, 31 Januari 1994 



•• • : P E N J E L A S A N 
A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
NOMOR 1 TAHUN 1934 

T E N T A N G 

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

TAHUN 1994/1995 - 1998/1999 

PENJELASAN UMUM 

Naskah Peraturan Daerah i n i t e r d i r i d a r i 2 bagian, y a i t u 
- • . • • • I 

bagian yang merupakan Pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian 
- ! 

yang memuat maten Pola Dasar Pembangunan Daerah :yang 
• - 1 

merupakan ,1 amp i ran d a r i Peraturan Daerah. Pola Dasar 

Pembangunan ; Daerah Kabupaten Daerah Tingkat, I I Pacitan 
i 

disusun berlandaskan Ketetapan M a j e l i s Permusyawaratan Rakyat 
f 
! 

Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-Garis 
i f 

Besar Haluan Negara s e r t a Peraturan Daerah • Propinsi Daerah 
' • . i- • 

T i n g k a t I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1993 tentang Pola Dasar 
• - • • • \ 

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 
: . • • I 

1994/1995 '- 1398/1939 dengan memperhati kan sepenuhnya 
i 

potensi, kondisi dan p r i o r i t a s Daerah. \ 

Pola Dasar ! Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk 

d i j a d i kan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program-
Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1994/1995 sampai 

: ' • I-

! 
dengan tahun 1998/1999 yang disebut dengan Rencana 

i . 

Pembangunan Lima Tahun ( REPELITA ) Keenam Daerah Pacitan. 

Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah didalam Peraturan 
• ' •• I , 

Daerah i n i mengacu pada ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden 
f 

i • . , • • r-



Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk 
t 

menyelenggarakan fungsinya BAPPEDA mempunyai tugas antara 
; r • 

l a m menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana 
• ' . i: 

Pembangunan' Lima. Tahun Daerah, yang dalam g a r i s besarnya 

memuat t u j u a n , susunan p r i o r i t a s dan s t r a t e g i pembangunan. 

Pembangunan' Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan d i 
I 

E 
Daerah yang mencakup ruang lingkup s e k t o r a l dan regional lyang 

t 

sal i ng menunjang dan melengkapi s e r t a dimanf aatkan '^oleh 

masyarakat d i Daerah. 

Pembangunan [ Daerah ' Tingkat I I Pacitan dalam hubungan i n i 

mel i p u t i semua kegiatan pembangunan yang diselenggar'akan 

tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan ; Daerah Tahun 1994/1335 - 1993/1999 

mencerminkan', a s p i r a s i rakyat d i dalam, mendukung 
• i .. - ( 

pembangunan,; karena i t u watak dan warna yang d i m i l i k i sesuai 

dengan. Pembangunan Jawa Timur, . • f 

Mengenai f a k t o r yang mempengaruhi t i n g k a t . keberhasi^lan, 
' E 

didalam Pola Dasar i n i digambarkan sebagai c i r i - c i r i khusus 

daerah yang memberikan pengaruh dan p e r l u diperhitungkan 

d i dalam Perencanaan pembangunan. 
i 

Penetapan Pola •Dasar Pembangunan Daerah dengan PeratUran 
• • - i 

Daerah i n i l a i n akan membawa'konsekuensi sebagai ber.ikut i 
f 
f . 
» • 

1. Aparat pemerintah d i Daerah berkewajiban menjadikan Pola 

Dasar Pembangunan Daerah sebagai dasar ko o r d i n a s i , dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program-program Pembangunan 

.Daerah. . t 



• • • i 

2. Mengikat rakyat dan masyarakat untuk secara . bersama-jsama 

b e r p a r t i s i p a s i dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. ! 

3. Apabila G a r i s - g a r i s Besar Haluan Negara merupakan 
I 1 

pernyataan dan Keputusan P o l i t i k yang t e l a h raenjadi 
. , . k 

Ketetapan Nasional, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah i n i 

berfungsi juga sebagai Pernyataan dan Keputusan P o l i t i k 
• ! 

sebagai k r i s t a l i s a s i kehendak d a r i Pemerintah dan Rakyat 
• • • ( 

Pacitan i tentang dasar-dasar Pembangunan,. yang akan 
• 1 

dilaksanakan dalam PELITA Keenam Daerah Pacitan. \ 
; ^ . ' ! 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL I 
: - • . i 

Pasal 1 dan 2 : cukup j e l a s ; ' | 

Pasal 3 : S i s t i m a t i k a sebagaimana tersebut dalam p l s a l 
i 

•, 2 ayat ( 2 ) Peraturan Daearah i n i , d i u r a i k a n 
1 

l e b i h l a n j u t secara r i n c i dalam Lampiran 

Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran 
• . 1 

l e b i h k o n k r i t d a r i Garis-Garis Besar Haluan 

Negara dengan memperhatikan Potensi, kondisi 

Pasal 4 dan 5 : cukup j e l a s . 

• ^ 

dan p r i o r i t a s daerah Pacitan; ' \ 
• 


